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Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk memahami terbentuknya sebuah kebijakan Bebas Biaya
Sekolah (BBS) yang muncul sebagai kepedulian pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap kondisi
pembangunan pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang masih terdapat gap sebesar 2,9 dibandingkan
dengan target peneapaian program wajib belgjar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, kebijakan BBS juga
didorong atas kepedulian atas persoalan perekonomian masyarakat, yang minim dalam mengal okasikan
dananya untuk biaya pendidikan.

Proses terbentuknya kebijakan tersebut menjadi menarik karena pada awal munculnya wacana terkesan
bersifat top down, karena datang dari ide dan pemikiran Kepala Daerah. Oleh karenaitu penelitian ini ingin
melihat proses terbentuknya kebijakan BBS sebagai sebuah pendekatan legal formal lewat pendekatan
ingtitusional yang didalamnya melibatkan dinamika peran eksekutif, legidatif dan civil society.

Dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus sertateori civil
society, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan analisis melalui penggabungan dari
berbagai cara (trianggulasi) sertainterpretatif. Waktu penelitian yaitu bulan April-Mei 2006 dengan lokus
penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BBS terbentuk melalui pentahapan proses pembentukan
kebijakan mulai dari Penyusunan Agenda; Formulasi Kebijakan; Adops Kebijakan; Implementasi
Kebijakan sampai Evaluasi Kebijakan. Dinamikajugaterjadi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut
dimana adanya konflik dari para pihak yang pro dan kontra yang pada akhirnyaterjadi konsensus politik
berupa sebuah kompromi setelah ditempuh jalan musyawarah melaui jalan dialogis secara intens dilakukan
terutama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Pandeglang Tahun Anggaran 2005.

Teori-teori yang penulis gunakan yaitu teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus
sertateori civil society terbukti mendukung hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan.
<hr><i>Thisresearch is an effort to understand the policy development of Free Budget School that emerges
as a concern of the local government of Pandeglang Regency on the condition of the education development
in the regency. In Pandeglang, thereis still a gap of 2.9% compare to the target of nine year compul sory
education program. In addition, the policy of Free Budget School is endorsed by concern on economic
condition of the people in Pandeglang to allocate their budget on school.
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The process of policy making is interesting because originally the discourse of it tended to be top down
because initiated by the regents. For that reason, this research tries to explore the process of policy making
asalegal formal approach through institutional approach involving the role of executive, legislative, and
civil society.

By using theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of
civil society, the writer examines the research applying qualitative method and analyzing the data through
combination of different techniques or triangulation and also interpretative. The research was done on April
to May 2006 and the location is the government of Pandeglang Regency.

The result of the research shows that the policy isformulated through several phases start from agenda
arrangement, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation. The dynamic
activities are occurred when there is a conflict between stakeholders who agree or disagree ended by a
political consensus. The consensus is achieved through intensive dialogue, especially between executive and
legidlative, by arranging Local Budget Plan to be afix Loca Budget on 2005.

Theories applied in the research, which are theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict
and consensus, and theory of civil society are confirmed by the result of the research.</i>



